




















BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perdagangan adalah pertukaran barang atau jasa melalui proses jual beli, 

menggunakan berbagai bentuk pembayaran atau menggunakan barang itu sendiri 

sebagai alat perdagangan yang dikenal dengan counter trade (alat bayar). 1 

Perdagangan berfungsi sebagai sektor jasa yang memfasilitasi kegiatan ekonomi 

dalam masyarakat dan lintas negara. Dalam konteks perekonomian terbuka 

Indonesia, perdagangan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan dan memajukan tujuan pembangunan nasional untuk 

mendorong pemerataan pembangunan. Perdagangan internasional meliputi 

transaksi yang melibatkan unsur asing. Unsur asing mengacu pada faktor-faktor 

yang ada dalam hubungan perdagangan yang berasal dari “perbedaan 

kewarganegaraan pembeli dan penjual, perbedaan antara kebangsaan mereka dan 

lokasi perdagangan, atau perbedaan dalam mata uang yang digunakan selama 

transaksi”. 2 

Hukum perdagangan mengatur berbagai aspek terkait dengan pergerakan 

barang, termasuk impor (dimasukkannya barang dari luar ke dalam negara 

Indonesia) dan ekspor (dikeluarkannya barang dari dalam ke luar negara Indonesia). 

Selain itu, hukum perdagangan juga mencakup pengangkutan barang dari satu 

                                                             
1 Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan. 2017. Hukum Perdagangan 

Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 21. 
2 Ibid., halaman 22 
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tempat ke tempat lain di dalam negara Indonesia serta penyimpanannya. Kegiatan 

ini melibatkan baik transaksi lintas negara maupun transaksi yang terbatas dalam 

wilayah negara itu sendiri. Namun, terdapat individu yang mencoba mencari 

keuntungan dengan mengabaikan peraturan yang mengatur impor, ekspor, 

pengangkutan, dan penyimpanan barang tersebut. Mereka dengan sengaja 

melanggar peraturan tersebut tanpa melibatkan dokumen yang sah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Melalui pelanggaran ini, individu tersebut dapat 

memperoleh keuntungan yang lebih besar karena tidak perlu membayar biaya yang 

ditetapkan oleh negara. Tindakan semacam ini umumnya dikenal sebagai 

penyelundupan, di mana individu tersebut melanggar hukum dengan tujuan 

memperoleh keuntungan yang tidak sah dan menghindari kewajiban pembayaran 

kepada negara. 

Impor, menurut UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 

didefinisikan sebagai tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 

Definisi tersebut sejalan dengan definisi yang tercantum dalam UU kepabeanan. 

Importir, di sisi lain, merujuk kepada individu, lembaga, atau badan usaha, baik 

yang memiliki status badan hukum maupun tidak, yang melaksanakan kegiatan 

impor. 

Menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014, semua barang dapat 

diekspor atau diimpor, kecuali yang secara tegas dilarang, dibatasi, atau diatur 

dengan UU. Pemerintah berwenang berdasarkan kepentingan nasional melarang 

pemasukan atau pengeluaran barang dengan berbagai alasan dalam ayat (2) pasal 

yang sama. Alasan ini termasuk menjaga keamanan nasional, kepentingan publik 
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(termasuk sosial, budaya, dan moral publik), melindungi hak kekayaan intelektual, 

dan memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, hewan, ikan, 

tumbuhan, dan lingkungan. 

Selanjutnya, Pasal 51 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan importir 

dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang 

impornya. Selain itu, Pasal 3 menyebutkan bahwa barang yang dilarang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Lebih 

lanjut ditegaskan bahwa semua pelaku usaha dilarang melakukan perdagangan 

barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai larangan untuk diperdagangkan, 

sebagaimana diatur dalam peraturan menteri terkait. Sesuai dengan Pasal 52 ayat 

(2) peraturan tersebut, importir tidak diizinkan untuk mengimpor barang yang tidak 

memenuhi persyaratan pembatasan impor. Daftar khusus barang yang dibatasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2021, Pasal 1 memberikan pengertian mengenai impor sebagai kegiatan 

memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dalam konteks ini, importir, yang 

bisa berupa individu, lembaga, atau badan usaha tanpa memperhatikan status 

hukumnya, bertanggung jawab atas kegiatan impor barang yang terkena 

pembatasan impor. Pasal 2 kemudian secara rinci mengatur barang-barang yang 

dilarang untuk diimpor, seperti “gula dengan jenis tertentu, beras dengan jenis 

tertentu, bahan yang merusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan 

pakaian bekas, barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan 

Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22), baik 
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dalam keadaan kosong maupun terisi, bahan obat dan makanan tertentu, bahan 

berbahaya dan beracun (B3), limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), 

limbah non-bahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) yang terdaftar, perkakas 

tangan dalam bentuk jadi, dan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Semua 

ketentuan ini dapat ditemukan secara rinci dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian integral dari Peraturan Menteri tersebut”. 

Pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang 

dilarang, sesuai dengan Pasal 110 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Perdagangan, akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau 

denda maksimal Rp5.000.000.000,00. Pasal 112 ayat 2 juga menjelaskan bahwa 

importir yang melakukan impor barang yang dilarang akan mendapat sanksi pidana. 

Pasal 2 menegaskan bahwa importir yang mengimpor barang yang dilarang sesuai 

dengan Pasal 51 ayat (2) akan dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau 

denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00. Secara umum, tindak pidana memiliki 

unsur subjektif dan objektif menurut doktrin hukum. Subjek hukum adalah pihak 

yang memiliki hak dan kewajiban. 3 Menurut Satochid Kartanegara dalam buku 

Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut4: 

1. Unsur subjektif: Unsur ini berasal dari dalam diri pelaku. Prinsip hukum 

pidana menyatakan bahwa "tidak ada hukuman tanpa kesalahan". 

Kesalahan yang dimaksud mencakup kesalahan yang disengaja 

(intention/opzet/dolus) dan kelalaian (schuld). Dalam konteks Pasal 110 

                                                             
3 Saut P.Panjaitan. 2021. Dasar-dasar ilmu hukum. Penerbit Erlangga. Hal 81. 
4 Andi Hamzah, 2019, Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi), hal. 264 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pelaku tindak pidana adalah 

setiap pelaku usaha atau importir. 

2. Unsur objektif: Unsur ini melibatkan faktor eksternal pelaku, termasuk 

tindakan manusia dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, 

konsekuensi tersebut dapat membahayakan, merusak, atau bahkan 

menghilangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, seperti nyawa, 

tubuh, kebebasan, kepemilikan, kehormatan, serta menimbulkan kerugian 

bagi individu atau negara. Dalam konteks ini, perbuatan yang terjadi 

adalah perdagangan Barang dan/atau Jasa yang telah ditetapkan sebagai 

Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan secara impor, 

yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi negara dan dikenai 

sanksi denda sebesar 5 (lima) miliar rupiah. 

Pencegahan barang illegal masuk ke dalam negeri dapat dilihat dari dua 

perspektif. Pertama, dari segi ekonomi, hal ini berkontribusi pada konservasi 

devisa, yang penting bagi upaya pembangunan berkelanjutan dan diperlukan untuk 

pembayaran barang-barang yang belum diproduksi di dalam negeri, serta untuk 

melibatkan tenaga ahli asing. Kedua, sebagai sarana untuk menjaga pertumbuhan 

industri dalam negeri yang masih dalam proses pembangunan dan tidak mampu 

bersaing dengan produksi luar negeri. Akibatnya, langkah ini berpotensi untuk 

mengatasi masalah pengangguran, yang menjadi tantangan bagi pertumbuhan 

pendapatan nasional. Selain untuk menghemat devisa, juga sebagai pencegah 

peredaran barang terlarang di Indonesia, seperti narkotika dan senjata api buatan 

dalam negeri yang digunakan untuk tujuan negatif. 



6 
 
 

 
 

Perdagangan barang-barang impor yang dilarang sebagaimana yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Perdagangan belum tentu dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana penyelundupan, akan tetapi masuknya barang-barang impor yang 

dilarang pada faktanya melalui penyelundupan. Dalam kehidupan sehari-hari, 

terdapat istilah penyelundupan yang umumnya dipahami oleh masyarakat sebagai 

tindakan melanggar hukum terkait impor atau ekspor barang dari luar negeri. 

Penyelundupan, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai smuggling, 

merujuk pada kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang 

tanpa mematuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada 

intinya, penyelundupan bertujuan untuk menghindari pembayaran bea masuk atau 

bea keluar sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, 

penyelundupan juga bertujuan untuk menghindari larangan pemerintah terkait 

impor barang-barang tertentu yang dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia.5 

Produk impor merupakan industri yang menjadi fokus penyelundupan. 

Pemerintah melarang keras penyelundupan, dan ada UU dan peraturan yang 

mengatur hukuman bagi siapa saja yang dengan sengaja menyelundupkan barang 

ke dalam atau ke luar negeri, tetapi banyak orang tidak peduli karena mereka fokus 

pada uang atau hasil yang dapat mereka peroleh dari penyelundupan yang berhasil. 

Karena prevalensi komoditas ini dan tantangan pasar tenaga kerja saat ini, banyak 

orang mempertimbangkan jalan pintas untuk mencapai tujuan dengan cepat tanpa 

harus mematuhi peraturan positif yang relevan.6 

                                                             
5 Pramon, P. (2014). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia 

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ricidive, 3(2), hal 124–132 
6 Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Surabaya. Pustaka Refleksi Books, hal.79 
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Mengatasi masalah kegiatan kriminal terkait penyelundupan barang impor 

menghadirkan tantangan karena kurangnya keterlibatan publik dalam memberantas 

praktik ilegal ini, meskipun liputan media tentang masalah tersebut meluas. 

Tanggapan pasif dari masyarakat dapat dikaitkan dengan keuntungan yang mereka 

rasakan dalam mengakses barang-barang terjangkau dengan kualitas unggul. 

Namun demikian, terjadinya tindak pidana di dalam kawasan pabean, khususnya 

penyelundupan barang impor dan ekspor, memerlukan perhatian yang cukup besar 

dari otoritas terkait. 

Tindakan tegas, tepat, dan konsisten diperlukan untuk menjaga supremasi 

hukum di negara kita untuk mencapai keamanan dan memupuk kesejahteraan. 

Pemberantasan penyelundupan adalah masalah penegakan hukum yang meluas 

yang mempengaruhi baik pemerintah maupun masyarakat. Bergantung pada 

beratnya masalah, tindakan dan pendekatan yang berbeda—dari yang paling mudah 

hingga yang paling sulit—diperlukan untuk melindungi cara hidup negara. Agar 

efektif, tindakan pemerintah terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kasus 

penyelundupan gelap harus cepat dan tidak berlarut-larut.7 

UU Nomor 17 Tahun 2006, yang mengubah UU Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan, mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

untuk mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Selain 

pengawasan peraturan, otoritas Bea dan Cukai telah menetapkan peraturan mereka 

sendiri. Namun, terlepas dari langkah-langkah ini, aktivitas yang tidak diinginkan 

                                                             
7 Pramana Adhi,D.G dkk. 2021. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana 

Penyelundupan Sepeda Motor Harley Oleh Direktur PT. Garuda indonesia. Jurnal Konstruksi 

Hukum, Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 500-504. 
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dan berbahaya tetap ada, dengan individu atau kelompok tertentu mengabaikan 

peraturan ini untuk keuntungan pribadi. Salah satu pelanggaran tersebut adalah 

tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara.  

Untuk mengatasi masalah ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah 

membentuk bagian atau unit khusus yang bertanggung jawab atas penegakan 

hukum kepabeanan, yang beroperasi melalui kantor wilayah dan dinas yang 

berlokasi di seluruh wilayah Indonesia.8 Pengamat ekonomi Chatib Basri bekerja 

sama dengan Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia 

(LPEMUI) telah melakukan studi tentang penyelundupan di Indonesia. Penelitian 

ini mencakup studi tentang dampak, konsekuensi, penyebab, dan solusi potensial. 

Berdasarkan penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan 

seringkali merupakan hasil dari tiga faktor yang saling berhubungan: lemahnya 

sistem Bea dan Cukai, adanya pejabat yang korup, dan kebijakan pemerintah yang 

menciptakan disparitas harga antara barang dalam negeri dan luar negeri. 9 

Betapapun efektifnya sistem tersebut, jelas tidak akan berjalan dengan baik 

atau bahkan sia-sia jika tidak didukung oleh otoritas yang jujur atau profesional 

serta pihak-pihak yang berupaya mengeksploitasi celah peraturan saat ini untuk 

keuntungan pribadi. Kewajiban mengatur perdagangan barang-barang tersebut 

dalam situasi ini memerlukan pengawasan yang kompeten dari para pemeriksa bea 

dan cukai. 

                                                             
8 Andrian Sutedi.2012. Aspek hukum kepabean.Penerbit Sinar Grafika. hal 58. 
9 Adrian, Sutedi. 2012. Good Corporate Governance. Sinar Grafika. Jakarta.hal.351 
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Masyarakat mengantisipasi reformasi dalam berbagai aspek, termasuk 

kerangka hukum, pola perilaku, sistem, dan administrasi kepabeanan. Keadaan, 

kondisi, dan pola pikir yang berlaku telah menyesuaikan dengan lanskap 

perdagangan yang berkembang di era globalisasi. Praktik perdagangan 

internasional semakin berorientasi pada perdagangan bebas yang difasilitasi oleh 

pesatnya kemajuan teknologi informasi. Akibatnya, dunia menjadi lebih saling 

terhubung dan transparan, dengan pergeseran menuju dokumentasi tanpa kertas. 10 

Selain pengawasan regulasi, Bea Cukai memiliki perangkat peraturan 

tersendiri yang dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2006 yang mengubah UU 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, serta UU Nomor 39 Tahun 2007 yang 

mengubah UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Meskipun demikian, kejadian 

yang tidak diinginkan dan merugikan tetap ada, dengan individu atau kelompok 

tertentu yang melanggar peraturan ini untuk kepentingan mereka sendiri. Salah satu 

contoh umum dari pelanggaran tersebut adalah penyelundupan, yang menyebabkan 

kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. Tindak pidana penyelundupan 

secara khusus diatur dalam Pasal 102 sampai dengan 109 UU Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Kepabeanan. 

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “TINDAK PIDANA MEMASUKKAN 

BARANG IMPOR YANG DILARANG  MENURUT UNDANG-UNDANG 

PERDAGANGAN”. 

                                                             
10Ali Purwito M, 2013. Kepabeanan Indonesia Konsep Kebijakan dan Penerapan, 

Tanggerang, Jelajah Nusa, hal.23-24. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Mengapa barang-barang seperti dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 

2014 dilarang masuk sebagai barang impor? 

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana memasukan 

barang-barang impor yang dilarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui mengapa barang-barang yang dimaksud dalam UU 

Nomor 7 Tahun 2014 dilarang masuk sebagai barang impor. 

2. Mengetahui penegakan hukum terhadap sanksi pidana memasukan 

barang-barang yang dilarang sebagai barang impor. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan 

menjadi sumber referensi yang menawarkan wawasan tambahan di luar 

peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan hukum 

kepabeanan. 
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2. Dalam ranah keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum, temuan 

penelitian ini dapat menjadi sumber yang berharga untuk memperluas 

pengetahuan tentang peraturan yang mengatur barang impor dan 

berkontribusi pada pengembangan pemikiran tentang tindak pidana 

yang berkaitan dengan impor yang dilarang. barang-barang. 

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alat yang berharga 

untuk koreksi dan evaluasi, memfasilitasi pertukaran pemikiran seputar 

tindak pidana impor barang terlarang. 

 

E. Ruang Lingkup 

Mengingat keragaman studi hukum, penulis membatasi ruang lingkup 

studi hukum pidana secara umum dengan mengkaji literatur, undang-undang 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas, serta pendapat para profesional 

hukum. Fokus kajian ini dibatasi pada produk impor ilegal yang bertentangan 

dengan UU No. 7 Tahun 2014 dan Permendag No. 18 Tahun 2021. 

 

F. Kerangka Teori 

Dalam membahas masalah penelitian, penting untuk menetapkan kerangka 

teori sebagai dasar untuk mengidentifikasi teori, konsep, prinsip, dan peristiwa 

hukum umum atau spesifik yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan 
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penelitian. 11 Peristiwa hukum mengacu pada insiden yang memicu aturan hukum 

tertentu. 12 

Sebagai bagian dari proses ilmiah, penelitian memerlukan penerapan teori 

yang melibatkan asumsi, konsep, definisi, dan proposisi. Hal ini bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena sosial secara sistematis dengan membangun hubungan 

antara konsep-konsep tersebut. Teori-teori hukum telah mengalami perkembangan 

selama berabad-abad dan generasi, tidak hanya mencerminkan kosmologi dan 

semangat waktu tertentu, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan zaman dengan 

menyajikan perspektif-perspektif baru. 13 

Dalam bidang perdagangan dan jasa, negara-negara menginginkan 

terwujudnya pasar bebas yang juga dikenal sebagai perdagangan bebas. 

Perdagangan bebas ditandai oleh tidak adanya hambatan buatan, seperti 

pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah, dalam aktivitas komersial antara 

individu dan perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda. Prinsip pasar 

bebas, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, mencakup dua prinsip dasar 

keadilan yang dapat diamati: 

Salah satu prinsip yang pertama disebut sebagai prinsip kebebasan. Prinsip 

ini menekankan hak setiap individu untuk memperoleh kebebasan yang sebesar-

besarnya selama tidak merugikan orang lain. Dalam prinsip kebebasan ini, setiap 

individu berhak untuk melakukan pemilihan, menjabat jabatan, menyampaikan 

                                                             
11 Supasti Dharmawan Ni ketut, 2008. Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta, Rineka 

Cipta, hal. 6 
12 Op cit. Dasar-dasar ilmu hukum. Hal. 85. 
13 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013. Teori Hukum : Strategi 

Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, hal.15 
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pendapat, berpikir, memiliki kekayaan, tidak ditahan tanpa alasan yang jelas, dan 

sebagainya. Prinsip keadilan yang kedua, yang disepakati oleh semua pihak yang 

adil, adalah bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus memberikan keuntungan 

bagi seluruh masyarakat dan akses ke jabatan-jabatan tinggi harus terbuka untuk 

semua orang. Dengan kata lain, ketimpangan sosial dan ekonomi dianggap tidak 

adil kecuali jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat bagi seluruh 

masyarakat14. 

Selaras dengan rumusan masalah, karya tulis ilmiah ini menggunakan Teori 

Keadilan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji masalah yang dihadapi. 

1. Teori Keadilan 

Karya rintisan John Rawls dalam teori ini berdampak besar pada diskursus 

yang sedang berlangsung mengenai prinsip-prinsip keadilan. Teori Rawls 

memberikan wawasan tentang tujuan filosofis dan hukum untuk mencapai keadilan, 

khususnya dalam konteks kontrak dan perjanjian. 

Konsep keadilan Rawls dalam konteks internasional, seperti yang diterapkan 

pada negosiasi pengadaan, menekankan penghindaran taktik manipulatif, dominasi, 

dan tekanan yang diberikan pada kelompok yang kurang beruntung. Pendekatan ini 

dikenal sebagai kriteria timbal balik, yang memperkenalkan ketegangan internal 

dalam teori liberal, khususnya antara perspektif utilitarian dan libertarian dalam 

perdagangan. Pertama, perdagangan internasional harus disusun untuk menjunjung 

kesetaraan moral semua individu yang terikat oleh aturannya. Kedua, keadilan, 

                                                             
14 John Rawls dalam Achmad Ali. 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori 

Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence), Jakarta: Penerbit 

Kencana,  hal. 281-282 
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dalam kerangka liberal, mengharuskan UU perdagangan yang memberikan 

keuntungan bagi negara-negara yang kurang beruntung.  

Ketiga, keadilan liberal mendorong sosialisasi hukum internasional tanpa 

mengabaikan hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif, dengan tujuan 

mencapai kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Teori Rawls sejalan dengan 

tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu keadilan, yang memungkinkan individu untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa merugikan orang lain. Keadilan 

internasional harus berfungsi sebagai tujuan yang mulia dan sentral dalam norma-

norma hukum perdagangan internasional, dengan demikian berfungsi sebagai 

instrumen untuk pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengatasi tantangan dan 

keterbatasan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang15. 

Dalam ranah hukum, keadilan umumnya dianggap sebagai tujuan akhir yang 

ingin dicapai dalam hubungan hukum16. Dalam praktiknya, mengejar keadilan 

dalam perdagangan internasional menghadirkan tantangan, karena memperluas 

peluang ekonomi bagi semua pihak yang terlibat, yang mengarah ke lanskap yang 

kompleks. Kerumitan ini terlihat dari adanya praktik kecurangan dalam kegiatan 

ekonomi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan 

lingkungan ekonomi yang kondusif, sebagai stabilisator untuk mencegah praktik 

perdagangan curang. Hukum, sebagai pembawa keadilan, berfungsi sebagai standar 

untuk menilai adil dan tidak adilnya sistem hukum. Selain itu, keadilan merupakan 

landasan normatif dan konstitutif dari hukum itu sendiri. 

                                                             
15 Ade Maman Suherman. 2008, Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia, Surabaya, 

GrafikaPress. hal.266 
16 Yudi Wibowo Sukinto. 2015. Tindak pidana penyelundupan di Indonesia kebijakan 

formulasi sanksi pidana. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 48. 
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2. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep penegakan hukum dapat dilihat sebagai 

upaya mewujudkan prinsip-prinsip “keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan 

sosial secara praktis”17, yang dapat dikategorikan sebagai entitas abstrak. Oleh 

karena itu, diskusi seputar penegakan hukum pada dasarnya melibatkan penerapan 

ide dan konsep abstrak tersebut18. Hakikat penegakan hukum terletak pada proses 

transformasi ide-ide tersebut menjadi kenyataan yang nyata 19. 

a. Penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan holistik yang 

bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan harmoni antara 

hak dan kewajiban individu berdasarkan martabat manusia dan 

tanggung jawab mereka masing-masing, sambil menjamin keadilan dan 

kesetaraan. Tujuan ini dicapai melalui kepatuhan terhadap supremasi 

hukum dan pematuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang 

menggambarkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

b. Keseluruhan upaya penegakan hukum diarahkan untuk memelihara 

hukum, keadilan, ketenangan, dan kepastian hukum, sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam UUD RI Tahun 1945. Kegiatan ini 

dilakukan oleh para pelaksana hukum dengan maksud untuk 

menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang tercantum dalam 

                                                             
17 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi 

Hukum Nasional 2008, Semarang, 2009 hal. 36. 
18 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, 

Yogyakarta,2010, hal. 12 
19 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal. 32. 
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konstitusi, sehingga memastikan berfungsinya sistem hukum dan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 

Pelaksanaan penegakan hukum yang efektif bergantung pada berbagai 

faktor, salah satunya adalah pemanfaatan dan penerapan sistem peradilan 

pidana. Romli Atmasasmita menyajikan berbagai pendekatan untuk memahami 

Sistem Peradilan Pidana20: 

a. Pendekatan normatif memandang empat lembaga utama yang terlibat dalam 

penegakan hukum (kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga 

pemasyarakatan) sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga-lembaga ini dianggap 

sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. 

b. Pendekatan manajemen atau administratif memandang keempat entitas penegak 

hukum sebagai organisasi manajerial dengan mekanisme kerja horizontal dan 

vertikal. Mereka beroperasi sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan 

dalam sistem. Pendekatan ini mengadopsi sistem administrasi untuk 

memfasilitasi fungsi yang efektif. 

c. Pendekatan sosial menganggap keempat entitas penegak hukum sebagai bagian 

integral dari sistem sosial yang lebih luas. Konsekuensinya, berhasil atau 

tidaknya entitas-entitas tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagian 

dipengaruhi oleh tanggung jawab kolektif masyarakat. Pendekatan ini mengakui 

pemanfaatan sistem sosial untuk mengatur praktik penegakan hukum. 

                                                             
20 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung , 2010, hal 16-18 
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Berlawanan dengan pandangan Romli Atmasasmita, Barda Nawawi 

berpendapat bahwa sistem peradilan pidana atau “criminal justice system” dan 

sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah sinonim. Sistem 

penegakan hukum terutama beroperasi sebagai mekanisme pelaksanaan kekuasaan 

dan kewenangan penegakan hukum, yang dapat disamakan dengan konsep 

“kekuasaan kehakiman”. Sistem peradilan pidana, khususnya dalam ranah hukum 

pidana, dapat dipahami sebagai sinonim dengan sistem kekuasaan kehakiman21. 

Dalam penyelenggaraan peradilan pidana, dua kepentingan krusial harus 

ditegakkan dan diseimbangkan melalui penerapan keadilan. Kepentingan ini 

mencakup pencarian kebenaran faktual dan perlindungan hak asasi manusia. 

Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai dasar bagi sistem peradilan pidana, memandu 

tujuan dan fungsinya. 

Selanjutnya, ketika mempertimbangkan teori keadilan dan penegakan hukum, 

mereka dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mendukung kepatuhan terhadap 

norma hukum perdagangan internasional tentang barang impor, khususnya hukum 

perdagangan. 

3. Teori Perdagangan Mengenai Barang-barang Impor 

Pratjihno menyampaikan pandangannya mengenai proses impor dan ekspor, 

dengan menekankan pentingnya memahami apakah ada pembatasan atau larangan 

terhadap impor atau ekspor barang yang direncanakan. Pembatasan-pembatasan ini 

dapat dikategorikan sebagai berikut22: 

                                                             
21 Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 

Bp Undip, Semarang, 2011, hlm. 11. 
22 Pratjihno, 1985, Garis Besar Tata Niaga Umum Di Indonesia, Djambatan, Jakarta, Hal. 151 
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a. Pembatasan terhadap barang itu sendiri: Misalnya, kendaraan komersial 

dalam kondisi rakitan tidak boleh diimpor, atau emas tidak boleh diekspor. 

b. Pembatasan berdasarkan negara tujuan: Sebagai contoh, ekspor barang ke 

Afrika Selatan mungkin dilarang. 

c. Pembatasan berdasarkan lembaga yang berwenang: Beberapa kegiatan, 

seperti impor beras, mungkin dibatasi hanya untuk entitas tertentu seperti 

BULOG (Badan Urusan Logistik Nasional). 

d. Pembatasan berdasarkan harga: Penentuan harga barang dapat ditentukan 

berdasarkan harga acuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Menurut Hamdani dan Pebriana Arimbhi (2014:100, 131-132), batasan 

mengenai impor barang dapat dikategorikan sebagai berikut23: 

a. Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya: “Mekanisme impor ini dapat 

berupa pengakuan sebagai importir barang untuk penggunaan sendiri, 

penetapan sebagai importir barang yang diperdagangkan dan/atau 

dipindahtangankan kepada pihak lain, persetujuan impor, dan/atau 

verifikasi atau penelusuran teknis impor. Contoh barang yang termasuk 

dalam kategori ini antara lain gula, beras, garam, cengkeh, nitro cellulose 

(nc), precursor, pelumas, cakram optik, tekstil dan produk tekstil, badan 

perusak lapisan ozon, intan kasar, mesin multifungsi berwarna, mesin 

fotokopi berwarna, mesin printer berwarna, limbah ipl non b3, tabung gas 

                                                             
23 Hamdani dan Pebriana Arimbhi,2014, Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua), Jakarta 

: In Media, hal 100, 131-132 
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LPG 3kg, impor barang modal bukan baru, bahan berbahaya, minyak dan 

gas bumi, minuman beralkohol, plastik, mutiara, hortikultura, hewan dan 

produk hewan, etilena”. 

b. Barang yang Dilarang Impornya: “Kategori ini mencakup barang-barang 

yang tidak memiliki izin impor dari instansi yang berwenang. Contohnya 

adalah udang, gombal baru dan bekas, limbah bahan berbahaya dan beracun 

(b3), sisa reja dan skrap dari plastik, produksi industri percetakan, estisida 

etilin bromida, barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, turunan 

halogenisasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosisasi dari fenol atau fenol alkohol 

yang mengandung halogen dan garamnya, psikotropika, narkotika, dan 

bahan senjata kimia”. 

c. Barang yang Bebas Impornya: “Kategori ini mencakup semua jenis barang 

yang tidak termasuk dalam kelompok barang yang diatur, diawasi, atau 

dilarang impornya. Impor barang ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang 

memiliki Angka Pengenal Impor (API). Dalam konteks ini, pakaian bekas 

termasuk dalam kategori barang yang dilarang impornya. Impor pakaian 

bekas termasuk dalam kategori barang yang ilegal di Indonesia”. 

Implementasi aturan terkait impor barang harus sesuai dengan ketentuan 

hukum yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan 

nasional, umum, pelaku usaha, konsumen, serta menjaga kesehatan dan 

keselamatan lingkungan hidup. Batasan impor barang seharusnya mencakup 

persyaratan terkait mekanisme dan teknis impor, terutama untuk barang-barang 
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impor dalam keadaan baru, dengan tujuan memastikan keamanan dan manfaatnya 

saat masuk ke wilayah pabean Indonesia. 

4. Teori Perdagangan Internasional 

Teori perdagangan internasional sendiri menganalisis prinsip dasar terjadinya 

perdagangan antarnegara serta keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. 

Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan pembatasan perdagangan, 

dampak, dan proteksionisme baru. Berikut merupakan teori-

teori.perdagangan.internasional.24 

1. Teori Kemanfaatan Absolut atau Mutlak 

Teori keunggulan absolut didasarkan pada beberapa asumsi utama, antara 

lain: 

a. Tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi yang digunakan; 

b. Kualitas barang yang diproduksinya lebih baik daripada yang 

diproduksi oleh negara lain; 

c. Pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang; dan 

d. Analisis mengabaikan biaya pengiriman. 

Sehingga, dengan menggunakan teori keunggulan mutlak, negara-negara dapat 

memanfaatkan kekuatan komparatif untuk mengoptimalkan produksi dan 

memperoleh suatu manfaat dari perdagangan internasional. 

 

 

                                                             
24Adisty Maharani Purba, Anastasya C.L.S, Mhelinda Utami, Nelda Saparianti, T. Bahtazar 

Muhammad Sinar, Hafiza Adlina, “Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan 

Implikasinya Dalam Konteks Global”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipline, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, hlm. 940 
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2. Teori Keunggulan Komparatif25 

Teori perdagangan internasional membahas bagaimana perdagangan 

internasional terjadi dan keuntungan yang dihasilkannya. Negara akan 

mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional dengan adanya fokus 

atas produksi dan ekspor berdasarkan keunggulan relatif dalam produksi 

yang efisien. Dengan cara ini, negara dapat meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi melalui partisipasi aktif dalam perdagangan internasional. 

3. Teori Hecksher-Ohlin26 

Teori Hecksher- Ohlin menyatakan bahwa negara akan mengimpor barang 

yang membutuhkan faktor produksi yang relatif langka dan mahal di 

negaranya, sementara akan mengekspor komoditas yang menggunakan 

faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara tersebut. Teori 

ini juga menyatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam perdagangan 

internasional mendapatkan keuntungan dari upah atau pendapatan yang 

lebih tinggi bagi pekerja dan tingkat bunga modal yang lebih rendah di 

negara-negara dengan kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal. 

Namun, hipotesis ini memiliki batasan dan bisa saja berbeda dengan praktik 

dalam pertukaran internasional. 

 

 

 

                                                             
25 Ibid., hlm. 941 
26 Loc. cit. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan 

metode penelitian di bidang hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi 

terhadap isu hukum dan masalah yang timbul. Penelitian hukum adalah suatu proses 

untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma 

hukum dengan tujuan memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi27. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis-normatif, 

yang menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan. Metode penelitian ini didasarkan pada pemahaman dan interpretasi 

terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam penelitian ini juga 

diperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga aspek 

hukum yang bersifat aktual dan faktual dapat diperhitungkan. Penelitian ini juga 

melibatkan sinkronisasi aturan dengan hierarki aturan lainnya, untuk memastikan 

kesesuaian dan konsistensi antara berbagai peraturan hukum yang relevan28. 

2. Teknik Pendekatan 

Metodologi penelitian yang dikenal dengan Statute Approach digunakan 

untuk mengkaji suatu bisnis yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan 

dicakup dalam penelitian ini. Untuk melaksanakan strategi ini, semua ketentuan 

hukum yang berhubungan dengan kesulitan (permasalahan hukum) yang dihadapi 

                                                             
27 Peter Mahmud Marzuki, 2007. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 

hal 35 
28 Zainuddin Ali, 2014. Metode penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 175 
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harus diperiksa. Strategi hukum ini, misalnya, mengkaji keselarasan atau 

kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan undang-undang lainnya, atau 

antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.29 

Pendekatan konseptual adalah gaya pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang analisis untuk memecahkan 

masalah dari aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam normalisasi suatu peraturan dalam kaitannya dengan 

konsep konsep yang digunakan.30 

3. Sumber Bahan Hukum 

 Data utama dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang 

diperoleh dari “dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait dengan objek 

penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan 

perundang-undangan”. Data sekunder tersebut dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat dan terkait langsung dengan objek penelitian. 

Contohnya adalah UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan 

Permendag No. 18 Tahun 2021 tentang impor barang yang dilarang. 

2. Bahan hukum sekunder digunakan untuk pendukung data utama mencakup 

“buku-buku, publikasi ilmiah, makalah seminar, dan dokumen pribadi”. 

3. Bahan hukum tersier, yang berfungsi sebagai bahan hukum pendukung 

                                                             
29  Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14. 
30 Ibid 
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yang memberikan “petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder”. Contohnya adalah kamus, majalah, ensiklopedia, surat 

kabar yang berisi informasi yang relevan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Proses pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan, yang meliputi data pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan, buku, surat kabar resmi, publikasi, dan hasil penelitian. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Sumber daya hukum primer dan sekunder akan dikompilasi ke dalam 

inventarisasi dan dipilih untuk digunakan dalam pemeriksaan masalah studi. 

Inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum primer dan sekunder yang 

bersangkutan menandai dimulainya langkah pengolahan. Semua sumber hukum 

yang tersedia saat ini juga disistematisasi. Pengorganisasian doktrin hukum, 

gagasan, konsep, dan bahan referensi lainnya merupakan langkah lain dalam proses 

sistematisasi. Sehingga menghasilkan konsep pengertian yang spesifik terkait 

dengan topik yang sedang dibahas. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif 

kualitatif. Rangkaian tahapan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kajian 

terhadap permasalahan penelitian dengan lebih mudah. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode analisis yang diterapkan dalam penarikan kesimpulan menggunakan 

metode analisis kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis, penguraian, dan 

penjelasan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci. Setelah itu, 

dilakukan interpretasi data dengan menyelidiki data yang telah disusun dan 
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merangkainya dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara 

deduktif, yaitu menyajikan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil 

penelitian.
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